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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional terhadap Proses Penyelenggaraan 
Perencanaan Pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah 

wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
sebagai rencana pembangunan tahunan daerah; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a merupakan suatu dokumen 
perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder 
dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2018; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4405); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 
Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2009 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 4 
Tahun 2009); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2013 Nomor 11 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda, adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bandung Barat. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai PD. 

8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD, adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

BAB II  

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2  

Dokumen RKPD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018. 

 

Pasal 3  

RKPD ditetapkan sebagai acuan: 

a. bagi seluruh stakeholders pembangunan dan PD dalam penyelenggaraan 
pembangunan derah. 

b. dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah serta 
usulan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018. 

 

Pasal 4  

PD dalam merencanakan program dan kegiatannya tahun 2018, harus mengacu 

kepada RKPD yang dituangkan dalam Renja PD. 

 

Pasal 5  

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

a. buku I tentang kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta 

prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

b. buku II tentang rencana program dan kegiatan prioritas SKPD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 Ditetapkan di Bandung Barat 

 pada tanggal 26 Mei 2017 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 26 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 20 SERI E 


